LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 41 /PB/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-57/PB/2010 TENTANG TATA CARA
PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYAMPAIAN SPM
MELALUI JASA PENGIRIMAN SURAT RESMI

KOP SURAT
Nomor S Sieeesveieeeees 20....
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Pengiriman SPM melalui Jasa

Pengiriman Surat Resmi

Yth. Kepala KPPN ..........ccccoeeeeee

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-  /PB/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010
tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana,
dengan ini kami mengajukan permintaan persetujuan agar Satker ............... dapat
menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN melalui jasa pengiriman surat resmi
dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. (diuraikan alasan antara lain letak geografis yang cukup sulit dan/atau jarak yang cukup
jauh dengan KPPN);

2. (diuraikan alasan sarana transportasi yang tidak tersedia setiap saat).

Kami bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan keaslian SPM termasuk
dokumen pendukung yang disampaikan melalui jasa pengiriman surat resmi serta akibat yang
ditimbulkan. Untuk keperluan konfirmasi, bersama ini kami sampaikan data pribadi termasuk
nomor telepon dari PP-SPM dalam rangka konfirnasi kebenaran pengiriman SPM,
sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kuasa Pengguna Anggaran,




